KOTA BONTANG

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BONTANG
TENTANG

PENYEDIAAN LAYANAN KONSELING BAGI PIHAK BERPERKARA PADA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS Ii

Nomor : 20/KPA.W17-A6/HK1.3.1/1X/2023
Nomor : PKS/8/IX/Ka/HK.02/2023/BNNK

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga
bertempat di Ruang Pertemuan Auditorium Taman Tiga Dimensi Kota Bontang, yang
bertanda tangan di bawah ini:

1.

NOR HASANUDDIN, Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas Il, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bontang Kelas II, yang

berkedudukan di Jalan Awang Long Nomor 69 Kota Bontang, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU.

LULYANA RAMDHANI, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bontang, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Bontang, yang
berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 108 RT 42 Kelurahan Api-Api Kecamatan
Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut

PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-
hal sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Pengadilan
Agama Bontang Kelas Il yang wilayah hukumnya meliputi Kota Bontang;

bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
berkedudukan di bawah Presiden dan berta

nggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan
melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan
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merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas,
fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Bontang,

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Timur;

bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara
sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5078);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5419);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 175);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 535);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika
Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika
Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
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Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024: dan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 09 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penegakan Sanksi
Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya Bagi
Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan
tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK
sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Penyediaan Layanan Konseling

Bagi Pihak Berperkara Pada Pengadilan Agama Bontang Kelas Il, dengan menyatakan
beberapa hal sebagai berikut :

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat dengan P4GN adalah program

atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat

digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Berperkara adalah orang yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan
Agama Bontang baik kapasitasnya sebagai Penggugat dan Tergugat ataupun
Pemohon dan Termohon;

Konselor Adiksi adalah orang yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan
atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki
kompetensi di bidang konseling adiksi yang mengkhususkan diri dalam membantu
orang dengan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Layanan Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan
berkelanjutan yang dilakukan oleh konselor/co-counsellor untuk memfasilitasi
perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian, dalam wujud kemampuan
memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri

secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan
dalam kehidupannya.
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BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi
PARA PIHAK dalam rangka Penyediaan Layanan Konseling Bagi Pihak Berperkara
pada PIHAK KESATU.

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika serta pencegahan perceraian dengan sebab penyalahgunaan narkoba
melalui layanan konseling.

BAB llI
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1)  Layanan konseling bagi Pihak Berperkara dengan indikasi penyalahgunaan
Narkotika;

(2)  Peningkatan kualitas layanan masyarakat;

(3)  Dukungan terselenggaranya layanan PIHAK KESATU pada bidang perceraian; dan

(4)  Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui
layanan konseling bagi Pihak Berperkara di PIHAK KESATU.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4
Kewajiban PIHAK KESATU:

Mengarahkan Pihak Berperkara untuk membuat Surat Keterangan Hasil
Pemeriksanaan Narkotika (SKHPN) di PIHAK KEDUA sebagai persyaratan
untuk menjalani layanan konseling;

Membuat Surat Pengantar dalam melakukan konseling bagi Pihak Berperkara;

Memberikan arahan kepada Pihak Berperkara agar mengikuti konseling oleh
Tenaga Konselor PIHAK KEDUA di tempat PIHAK KESATU;

Membuat surat pengantar dalam melakukan konseling bagi Pihak Berperkara;
dan

. Memfasilitasi tempat terselenggaranya konseling bagi Pihak Berperkara.
Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Memberikan layanan konseling tentang penyalahgunaan narkoba yang
dilakukan oleh Tenaga Konselor PIHAK KEDUA;

b.  Melakukan konseling sesuai permintaan dan jadwal yang telah disepakati
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dengan tanpa dipungut biaya (gratis) oleh Tenaga Konselor PIHAK KEDUA;

mengeluarkan surat keterangan atas hasil konseling yang dilaksanakan
kepada Pihak Berperkara, serta memberikan rekomendasi mengikuti tahapan
penanggulangan penyalahgunaan narkoba lebih lanjut jika dibutuhkan;

Menyediakan tenaga Konselor yang bertugas memberikan konseling kepada
Pihak Berperkara;

Merahasiakan hal-hal yang disampaikan oleh Pihak yang mengikuti konseling;

Mengeluarkan surat keterangan atas hasil konseling yang dilaksanakan
kepada Pihak Berperkara serta memberikan rekomendasi mengikuti tahapan
penanggulangan penyalahgunaan Narkotika lebih lanjut jika dibutuhkan; dan

Menyampaikan laporan rekapitulasi hasil konseling setiap bulannya kepada
PIHAK KESATU.

Hak PIHAK KESATU adalah untuk menerima surat keterangan déri Konselor yang
memberikan layanan konseling bagi Pihak Berperkara.

Hak PIHAK KEDUA adalah untuk memberikan informasi perihal hasil konseling

kepada Pihak Berperkara untuk mengikuti tahapan penanggulangan
penyalahgunaan Narkotika.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur
serta rencana implementasinya.

Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatangani.

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama
ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka
pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum
jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka
pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung
jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat
pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
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BAB VII
KEADAAN KAHAR
Pasal 7

Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar
kekuasaan PARA PIHAK yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung
untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada PIHAK
lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan
Kahar dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari
Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.

Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengakibatkan PIHAK lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak
untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.

Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar
bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali
kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7
(tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk
pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan

keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai Keadaan Kahar
berakhir.

BAB Vil
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan
pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERAHASIAAN
Pasal 9

PARA PIHAK sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan

untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana
tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data
dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-
undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data
dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan
kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau
informasi yang diperoleh dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10 '

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB Xl
KORESPONDENSI
Pasal 11

PARA PIHAK adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan
Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama Bontang Kelas Il
Up. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang
Jalan Awang Long Nomor 69 Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
Telepon : 0548-23001
Email : kantor-pabontang@gmail.com
Badan Narkotika Nasional Kota Bontang
Up. Kepala Sub Bagian Umum
Jalan Pattimura Nomor 108 RT. 42 Kelurahan Api-Api,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
Telepon : 0548-3553547
Email : bnnkota bontang@bnn.go.id

PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat
korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan
alamat korespondensi tersebut.

Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima,
maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat
korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XllI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
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Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini
akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang
dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) vyang
merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerja Sama ini.

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIlII
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan,
tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini,
dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

e —
g

LULYANA RAMDHANI




